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I. UMUM 

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus 

diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian 

pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung 

oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak.  

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu 

meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh 
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masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit 

serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan, diperlukan pengaturan yang komprehensif 

mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit. 

Rumah Sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga 

merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang mendukung upaya 

penciptaan lapangan pekerjaan dan pembangunan perekonomian 

nasional. Untuk itu beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dilakukan perubahan dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan 

untuk kemudahan perizinan berusaha dan percepatan investasi. 

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja perlu disusun Peraturan Pemerintah untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 61 yang merupakan perubahan terhadap 

Pasal 24 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 54 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Pasal 

185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perumahsakitan diatur hal-hal terkait Klasifikasi Rumah Sakit, Kewajiban 

Rumah Sakit, Akreditasi Rumah Sakit, Pembinaan dan Pengawasan 

Rumah Sakit, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 
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Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

Cukup jelas.  

 Ayat (3)  

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “pelayanan medik spesialis lain” 

adalah pelayanan medik selain pelayanan medik spesialis 

dasar sesuai dengan pohon keilmuan (body of knowledge). 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pengelolaan alat kesehatan oleh 

instalasi farmasi sistem satu pintu” adalah pengelolaan alat 

medis habis pakai/peralatan non elektromedik, antara lain alat 

kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan stent. 

Yang dimaksud dengan “bahan habis pakai” adalah alat 

kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai 

(single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 
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Huruf b  

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Ayat (1) 

Pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit 

tertentu dalam ketentuan ini tetap diberikan dengan melibatkan 

jenis pelayanan spesialistik/subspesialistik lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan kekhususan tersebut.  

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan pelayanan lain” 

adalah selain menyelenggarakan pelayanan khusus pada satu 

bidang atau satu jenis penyakit tertentu, Rumah Sakit khusus 

juga menyelenggarakan pelayanan lain. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

 Kajian kebutuhan pelayanan disusun oleh Kementerian yang 

melibatkan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi 

terkait. 

Ayat (3) 

 Yang dimaksud dengan “jenis kekhususan baru” adalah jenis 

pelayanan khusus karena adanya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kesehatan serta kebutuhan 

pelayanan kesehatan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas.  
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Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pengelolaan alat kesehatan oleh 

instalasi farmasi sistem satu pintu” adalah pengelolaan alat 

medis habis pakai/peralatan non elektromedik, antara lain 

alat kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan stent. 

Yang dimaksud dengan “bahan habis pakai” adalah alat 

kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai 

(single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

 Ayat (1) 

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan 

perundang-undangan mengenai bangunan gedung dan jasa 

konstruksi.  

Ayat (2) 

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan 

perundang-undangan mengenai kesehatan. 
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